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PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANANREPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3/PERMEN-KP/2017
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa dalam rangka penyediaan dan pengembangan
akses pembiayaan guna penguatan modal usaha, serta
mendukung pemberdayaan dan pengembangan kegiatan
usaha bagi nelayan, pembudi daya ikan, petambak
garam, pengolah dan pemasar hasil perikanan, serta
usaha masyarakat pesisir, perlu mengatur kembali
organisasi dan tata kerja Lembaga Pengelola Modal
Usaha Kelautan dan Perikanan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.20/MEN/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan

Perikanan;

bahwa penataan organisasi dan tata kerja Lembaga
Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan telah

memperoleh  persetujuan  Menteri Pendayagunaan
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Mengingat

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat

Nomor B/07/M.LB.01/2017, tanggal 11 Januari 2017,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal

Usaha Kelautan dan Perikanan;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang 45 Tahun 2009 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5073);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5490);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya

ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5870);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER.02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman
Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi
Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum;

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1127);

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor
KEP.710/KMK.05/2016 tentang Penetapan Lembaga
Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan Pada
Kementerian Kelautan dan Perikanan Sebagai Instansi
Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
PENGELOLA MODA USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN.
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(1)

(2)

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1
Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan
Perikanan, yang selanjutnya disingkat LPMUKP, adalah
unit organisasi non struktural yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan
Perikanan melalui Sekretaris Jenderal.

LPMUKP dipimpin oleh seorang Direktur.

Pasal 2

LPMUKP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana

bergulir yang berpendampinganbagi pelaku usaha mikro,

kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, LPMUKP menyelenggarakan fungsi:

a.

pelaksanaan penyusunan rencana strategis bisnis,
Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan, serta
rencana kerja dan anggaran,;

pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan dana
kelolaan LPMUKP;

pelaksanaan penyaluran dana kelolaan;

pelaksanaan dan penyusunan anggaran, akuntansi, dan
pelaporan keuangan;

pelaksanaan fasilitasi kemitraan dan pendampingan bagi
pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor
kelautan dan perikanan;

pelaksanaan pengendalian intern dan penerapan
manajemen risiko;

pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyaluran dana

kelolaan; dan
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h. pelaksanaan urusan hukum, kepegawaian, kehumasan,

tata usaha, dan kerumahtanggaan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4
(1) LPMUKP terdiri atas:
a. Divisi Perencanaan danUmum;
b. Divisi Operasional dan Kemitraan Usaha;
c. Divisi Keuangan dan Pengelolaan Resiko;
d. Satuan Pemeriksaan Intern;dan
e. Tenaga Ahli.
(2) Struktur Organisasi LPMUKP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 5

Divisi Perencanaan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan rencana strategis bisnis, RBA tahunan, rencana
kerja dan anggaran, urusan hukum, kepegawaian,

kehumasan, tata usaha, dan kerumahtanggaan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5, Divisi Perencanaan dan Umum menyelenggarakan

fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana strategis bisnis, RBA
tahunan, serta rencana kerja dan anggaran;

b. pelaksanaan kajian pengelolaan dana; dan

c. pelaksanaan urusan hukum, kepegawaian, kehumasan,

tata usaha, dan kerumahtanggaan.



